
 
 
 

 
 

BUPATI MALINAU 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU 
NOMOR 7 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

TAHUN 2025-2045 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALINAU, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2025-2045;  

  

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  

Pembentukan  Kabupaten   Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai  Barat, Kabupaten   Kutai   

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 

Tahun 1999 tentang  Pembentukan  Kabupaten   

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai  Barat, 

Kabupaten   Kutai   Timur dan Kota Bontang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3962); 

 

3. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 

4. Undang-Undang......... 

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanga 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU 

dan  
BUPATI MALINAU 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau. 

2. Bupati adalah Bupati Malinau. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 

Daerah. 

5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.  

 
 

6. Sasaran….. 
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6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian 

hasil (outcome) program perangkat Daerah. 

 

7. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

 

BAB II 
RPJPD TAHUN 2025-2045 

 

Pasal 2 
(1) RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi 

dan Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok 

pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua 

puluh) tahun yang disusun berpedoman pada rencana 

pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata 

ruang wilayah. 

 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman dalam perumusan materi Visi, Misi dan program 

calon Bupati dan wakil Bupati. 

 

BAB III 
SISTEMATIKA 

 

Pasal 3 

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. BAB I  : Pendahuluan; 

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis; 

d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah; 
e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan 
f. BAB VI : Penutup. 

(2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  
 

BAB IV 
PERUBAHAN RPJPD 

 

Pasal 4 

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:  
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan 

tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa 
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

 
c. terjadi…….. 
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c. terjadi perubahan yang mendasar. 

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat 

dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 
(tujuh) tahun. 

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, 
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 
gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan 

kebijakan nasional. 
 

BAB V 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  

 

Pasal 5 
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJPD. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. 

 

Ditetapkan di Malinau 

pada tanggal 17 September 2024 
 

BUPATI MALINAU, 
 

TTD 
 

WEMPI W.MAWA 
 

Diundangkan di Malinau 

pada tanggal, 17 September 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 
 

TTD 
 

ERNES SILVANUS 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 7 NOREG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: 
(105/7/2024) 
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PENJELASAN  

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU 

NOMOR 7 TAHUN 2024 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

TAHUN 2025-2045 
 

I. UMUM 
 

Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai tugas dan kewajiban 
untuk menetapkan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan 
arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RTRW. 
Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 

tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, 
bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor 
sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, 
kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum 

dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-
undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Pemerintah Kabupaten Malinau hampir memasuki babak akhir dari 
pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat undang-undang, 
maka Kabupaten Malinau wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 

dengan memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dan 
RTRW Kabupaten Malinau. Adapun dalam penyusunannya berpedoman 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
 Cukup jelas. 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 
Pasal 3 

 Cukup jelas. 
Pasal 4 

 Cukup jelas. 
Pasal 5 
 Cukup jelas. 

Pasal 6 
 Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 7. 


